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The purpose of this study was to measure the level of regional financial transparency and see the correlations between the wealth of
the local government and BPK's opinion on the level of regional financial transparency in districts / cities in Indonesia.
The sample taken in this study is probability sampling with Slovin method. The number of samples used in this study is 224
districts / cities. The data obtained were analyzed using Pearson correlation method.
The results of this study indicate that the average level of regional financial transparency in districts / cities in Indonesia is 18.85%.
The highest value is 71% obtained by Natuna Regency and the lowest value is 2.09 obtained by 48 regencies / cities in Indonesia.
The results of this study also show that the level of local government wealth and BPK's Opinion have a very low relationship to the
level of regional financial transparency.





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat transparansi keuangan daerah dan melihat korelasi antara kekayaan pemerintah
daerah dan opini BPK pada tingkat transparansi keuangan daerah di kabupaten / kota di Indonesia.
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode Slovin. Jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 224 kabupaten / kota. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode korelasi Pearson
Correlations.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah di kabupaten / kota di Indonesia adalah
18,85%. Nilai tertinggi adalah 71% diperoleh oleh Kabupaten Natuna dan nilai terendah adalah 2,09 yang diperoleh oleh 48
kabupaten / kota di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah dan Opini BPK
memiliki hubungan yang sangat rendah dengan tingkat transparansi keuangan daerah.
Kata Kunci: Transparansi Keuangan Daerah, Opini BPK, Kekayaan Pemda
